
BUPATI SUBANG 
PROVINSI JAWA BARAT 

RANCANGAN 
_ PERATURAN BUPATI SUBANG 

NOMOR % TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN 
DANA JAMINAN PERSALINAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUBANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi beberapa ketentuan 
r c i a iu i o i i u u p a u v j L i u c i i i g , ixumui l a i i uu x i L C u u u i g 

Ruraah Tunggu Kelahiran dan Program Jaminan Persalinan 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, 
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rumah 
Tunggu Kelahiran dan Program Jaminan Persalinan perlu 
diganti; 

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Jamman 
Persalinan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
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Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
1XJyyyyy ryy C T , - , m U ^ U ^ - ~ T TxAyyyyryyyy J<J yyyyy yyy A 1 C C X • 
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4. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

5. Undang-undang Nomor 36 t a h u n 2009 tentang Kesehatan 
p C i i i U c u c U i i l C g c l i c l X V C p U . UXXXV XXXXXOXXCfXLcl i c u i U i i xrJ^j^. m O i i w i 

144, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5063); 

6. Undang-undang Nomor 40 T a h u n 2009 tentang Sistem 
J a m i n a n Sosial Nasional (Lembaran Negara T a h u n 2004 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 

7. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana te lah 
d iubah beberapa ka l i t e rakh i r dengan Undang-Undang 
Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140) Tambahan Lembaran 
Nepara Renubl ik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Menter i Kesehatan Republ ik Indonesia Nomor 6 1 
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Alokasi Khusus Nonfisik B idang kesehatan T a h u n 
Anggaran 2018 (Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2018 Nomor 59); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 T a h u n 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 
Kabupaten Subang (Lembaran daerah Kabupaten Subang 
T a h u n 2016 Nomor 7); 

9. Peraturan B u p a t i Kabupaten Subang Nomor 32 T a h u n 
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(Berita Daerah Kabupaten Subang T a h u n 2016 Nomor 32). 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA 

JAMINAN PERSALINAN 

BAB I 
KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Subang; 



2. Bupa t i adalah B u p a t i Subang; 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang sebagai u n s u r 

penyelenggara pemer intahan daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n 
pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. 
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fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan t ingkat pertama, dengan leb ih 
mengutamakan upaya promot i f dan preventif, u n t u k mencapai derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya d i wi layah kerjanya. 

7. J a m i n a n Kesehatan adalah j a m i n a n berupa per l indungan kesehatan agar 
peserta memperoleh manfaat pemel iharaan kesehatan dan per l indungan 
da lam memenuh i k e b u t u h a n dasar kesehatan yang d iber ikan kepada setiap 
orang yang te lah membayar i u r a n a tau i u r a n yang dibayar pemer intah. 

8. J a m i n a n Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersa l adalah j a m i n a n 
pembiayaan u n t u k mendekatkan akses d a n mencegah ter jadinya 
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l ah i r t e rutama d i daerah su l i t ke fasil itas pelayanan kesehatan me la lu i 
penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran. 

9. I b u h a m i l adalah seorang i b u dengan tanda tanda past i kehami lan yang 
d imu la i da r i konsepsi sampai l ah i rnya j a n i n . 

10. I b u bersal in adalah seorang i b u yang me lah i rkan bayi yang d iawal i dengan 
tanda tanda persal inan, proses pengeluaran j a n i n dan ke luamya placenta 
dar i u te rus i b u . 

11 . I b u nifas adalah seorang i b u da lam masa sesudah persal inan dan ke lah i ran 
bayi yang d ipe r lukan u n t u k m e m u l i h k a n kembal i organ kandungan seperti 
sebelum h a m i l k u r a n g lebih 6 (enam) minggu. 

1 2- Bavi B a m Lahir adalah bavi vans' l ah i r samnai denaan usia 28 har i . 
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13. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya dis ingkat RTK adalah ben tuk 
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat 
\ l c i i i i c i i x / L / c i i i g c l i i c i x i L C i o C i i U i i i j J t U l g C i c i p c x L C l i g L X l i c U V c l X i X X 1 X I L U V L G X X X p C l t I X l l g g c T i 

sementara bagi i b u h a m i l yang akan me lah i rkan hingga nifas, t e rmasuk 
bayi yang d i l ah i rkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader 
kesehatan/tenaga kesehatan). 

BAB I I 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi i b u hami l , bersal in dan 
nifas serta bayi b a r u lahir . 

(2) Mendekatkan akses dan mencegah ter jadinya keter lambatan penanganan 
pada i b u ham i l , i b u bersal in, nifas dan bayi b a r u lah i r t e ru tama d i daerah 
su l i t akses ke fasilitas kesehatan mela lu i penyediaan RTK. 

(3) Men ingkatkan j u m l a h persal inan d i fasilitas pelayanan kesehatan. 
(4) M e n u r u n k a n kasus kompl ikas i pada i b u ham i l bersal in dan nifas serta bayi 

lahir . 
(5) Mencegah ter jadinya 3 (tiga) ter lambat yang menjadi faktor pent ing da lam 

I J l C I x L l x xxxxxvcxxx cxxxgxxcx xvoxxxcxxxcxxx XL/XX xxcxxx xxcxyx , CXXXXCXX CL xcxxxx. 

a. Ter lambat mendeteksi kasus; 
b. Ter lambat sampai d i tempat r u j u k a n yang d i t u j u ; dan 
c. Ter lambat mendapat penanganan. 

http://ciu.3j.cLki


BAB III 
RUANG LINGKUP JAMPERSAL 

Pasal 3 

(1) Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang 
j * . „ „ — , 

(2) Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran; 
(3) Pertolongan persalinan, perawatan ibu hamil dan ibu nifas risiko tinggi, 

Keluarga Berencana paska persalinan dan perawatan bay! baru lali ir risiko 
tinggi. 

BAB IV 
SASARAN PROGRAM JAMPERSAL 

Pasal 4 

Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jampersal 
mf»1ir»iiti R p l l i n i h i h l l V i a m i l i h l l Vw^ftinlin iVin n i f oQ Qf=»r+c» h p v i V»Qt-ii Tat-nr V p l n n r a a 

miskin atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan oleh 
Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, atau jaminan kesehatan 
iainnya. 

BAB V 
KEBIJAKAN OPERASIONAL 

Pasal 5 

(1) Dana Jampersal diarahkan un tuk memobilisasi persalinan ke fasilitas 
Vf=»Qf»1~»citan c:p>Vii Tier era H a r a t m p l d l n i V - f l n n p n a n or« n a n n a r l a ibl] Via m i l rf»«3ilrr» 

pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau 
pun masa nifas; 

(2) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber 
daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan; 

(3) Penerima bantuan hanya berlaku diperawatan/pelayanan kelas III sesuai 
dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan 
naik kelas; 

(4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah 
dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana Iainnya; 
dan 

(5) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas 
pelayanan kesehatan atau penangungjawab kegiatan Jampersal kepada 
bendahara yang ditetapkan oleh Dinas. 

BAB VI 
TEMPAT PELAYANAN 

Pasal 6 

(1) Bidan Desa/Polindes/Poskesdes; 
(2) Puskesmas Mampu PONED; dan 
(3) Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Tipe C atau Tipe D di Perbatasan 

Kabupaten; 



BAB VII 
PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL 

Pasal 7 
(1) Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran ( RTK ) terdiri dari : 

a. Sewa rumah; 
h M a k a r t m i r m m 6 a m i 6 n h a m i l d a n tvnHf lmninor v a r i a a d a d i T?TK-
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C. Langganan air, l istrik dan kebersihan. 
(2) Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang 

rnengantar ibu hamil dari rumal i ke RTK dan atau langsung ke fasilitas 
pelayanan kesehatan meliputi: 
a. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi 

pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu memberikan pertoiongan 
persalinan atau rumah sakit; 

b. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi 
pulang dari rumah sakit ke rumah tunggu kelahiran ( RTK ); 

c. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan un tuk pergi 
milortrr dof*5 -mimoVi h i n n m i k ^ l a 6 1 T - O T H pia fooil<foo I^^C'^V-* n l n n • 
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d. Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan, kader/lintas sektoral, 
baik dalam maupun luar wilayah. 

(3) Jasa pertoiongan persalinan, perawatan kehamiian risiko tinggi, pelayanan 
Keluarga Berencana pasca persalinan, perawatan ibu nifas resiko dan 
perawatan bayi baru lahir; 

(4) Honor PNS dan Non PNS; 
(5) Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, dan sosialisasi program jampersal. 
(61 Penvediaan barane ha bis oakai. oembelian alat tulis kantor dan oenepandaan 
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program jampersal; 
(7) Pembiayaan un tuk pelayanan antenatal dan pelayanan nifas tidak termasuk 
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perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier; 

(8) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung , 
belanja modal, pembelian obat dan vaksin, dan bayar iuran/ premi; 

(9) Pengelolaan dana jampersal dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai 
pengelolaan keuangan daerah. 

BAB VIII 
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN 

Pasal 8 

(1) Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/Kelurahan; 
(2) Bukt i pelayanan persalinan; 
(31 F o t o ror»v K T P a t a n K e t e r a n c r a n D o m i s i l i a t a n s n r a t k e t e r a n a a n v a r t a 
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mendukungnya; 
(4) Foto copy KK 
[of r u u o c o p y r*artograi, 
(6) Foto copy Buku KIA; 
(7) Foto copy Kartu Ibu. 

BAB IX 
BESARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 9 

(1) Honorarium PNS t im verifikasi klaim 
a. Ketua Rp. 700.000,- /bulan 
b. Sekretaris Rp. 600.000,-/bulan 



c. Anggota Rp. 500.000,-/bulan 
(2) Pengganti Uang transport Non PNS Rp. 50.000,-
(3) Belanja makan minum Rp. 35.000,-
(4) Sewa rumah untuk Rumah Tunggu Kelahiran termasuk listrik, air dan jasa 

' pengelola Rp. 35.000.000/paker" 
(5) Belanja jasa perawatan kehamilan risiko tinggi, jasa persalinan risiko 

tinggi, perawatan ibu nifas risiko tinggi dan perawatan bayi baru lahir 
risiko tinggi d i RSUD Subang disesuaikan dengan standar tarif pelayanan 
Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 
Tahun 2012 

(6) Belanja jasa perawatan kehamilan risiko tinggi, jasa persalinan risiko 
tinggi, perawatan ibu nifas risiko tinggi dan perawatan bayi baru lahir 
risiko tinggi d i Rumah Sakit Perbatasan disesuaikan dengan standar tarif 
pelayanan kesehatan berdasarkan Tarif INA-CBG tahun 2016. 

(7) Belanja jasa persalinan: 
a. Bidan Rp. 700.000,-/kasus 
b. Dokter Rp 800.000,-/kasus 
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(8) Belanja jasa pemasangan IUD/Implan pasca persalinan di Bidan, PONED, 
RSUD Subang dan Rumah Sakit Perbatasan Rp. 100.000,-/kasus 

BAB X 
MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 10 

(1) Kepala Puskesmas wajib melaporkan setiap bulannya mengenai 
pemanfaatan RTK; 

(2) Kepala Puskesmas wajib melaporkan laporan bulanan, semester, dan 
tahunan kepada Kepala Dinas mengenai penggunaan dana Jampersal; 

(3) Laporan sebagamrana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditenma paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya; 

(4) Kepala Dinas menyampaikan laporan rut in bulanan capaian program 
kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 15 (lima belas) 
bulan berikutnya; 

(5) Kepala Dinas melaporkan penggunaan dana jampersal kepada Bupati. 

BAB XI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 11 

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Program 
Jampersal kepada puskesmas paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Bupati in i mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 
35 Tahun 2017 ten tang Rumah Tunggu Kelahiran dan Program Jaminan 
Persalinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 



Pasal 13 

Peraturan Bupati in i berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. 

PARAF KC0RD1NAS 

Sekda Kab. Subang 

Asisten Pemerintahsn 
dan Kesra 

Keps!3 Dir.as sKesahatanj* 1 

Kabag Hukum Setda 
Kab. Subang 

Sekretaris Dinas 
Kesehatsn 

j Kabid . . ^ « ! > « ? . i 

Ditetapkan di Subang 
Pada tanggal P^tTf 2018 

Pjs. BUPATI SUBANG, 

SKANDAR 

Diundangkan di Subang 
Pada tanggal Vfar*^ 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

[MAN 

JPATEN SUBANG, 

BERITXi^AERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR 2 6 




